
dirnaksud pada huruf c di atas, perlu ditetapkan 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Subang :'\omor 6 
Tahun 2013 tentang Pengelo.aanBelanja Hibah dan 
Belanja Bantuan Sosial Kabupaten Subang. 

sebagairnana pertimbangan berdasarkan d. bahwa 

c. bahwa memperhatikan hasil evaluasi atas Peraturan 
Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf b k.rany­ 
perlu dilakukan perbaikan serta pcnyernpurnaan aias 
beberapa materi yang diatur dalam Peraturan Bupau 
Nornor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Belanja Hibah 
dan Belanja Bantuan Sosial Kabupaten Subang; 

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a di atas Pernerintah Kabupaten 
Subang telah menetapkan Pedoman Pernberian Hibah 
dan Banruan Sosial yang Bersurnber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah, melalui Peraturan 
Bupati Nomor 6 Tahun 2013 tenrang Pcngelolaan Belanja 
Hibah dan Belanja Banruan Sosial Kabupaten Subang, 

a. bahwa dengan terbitnya Peraruran Menteri Dalam l\egen 
Nornor 39 Tahun 20~2 teritang Perubahan Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 201 1 tenrang 
Pedoman Pemberian Hibah Dan Banruan Sosial yang 
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah, diperlukan Pedornan Pengelolaan Belanja Hibah 
dan Belanja Banruan Sosial; 

Menimbang 

DENGAN RAHMATTUHA>l YA.~G MAHA ESA 
BUPATI SUBANG, 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG 
NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN BELANJA HIBAH 

DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL KABUPATEN SUBA.~G 

TE~TANG 

PERATURAN BUP.\Tl SUBANG 
NOMOR 42 T:\HUN 2013 



7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tarnbahan Lernbaran 

Negara Republik Indonesia Nornor 4437) sebagaimana 
telah diubah beberapa ka.i, terakhir dengan Undanz­ 
Undang Nomor : 2 Tahun 2008 rentang Perubahan h .. edua 
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 teruang 

Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 ientang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan 
Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun · 
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400}; • 

ten taru; 
Republik 

Lembaran 

5. Undang-Undang Nornor Tah un 2004 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Indonesia Tahun 2004 Nornor 5, Tarnbahan 

I 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

b 

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 
ten tang 

Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten 
Subang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1968 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 temang Organisasi 
Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1985 Nornor 44, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nornor 3298); 

3. Undang-Undang Nornor 28 Tahun 1999 temang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dar i 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisrne (Lembaran Negara 
Republik Jndonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik :ndonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286): 

., 

--- 
Mengingat 



16. Peraruran Pernerintah Nomor i O "'.":.:-:-...::: .: : : 
Tata Cara Per.gadaan Pir.iarnar; _ 

15. Pera tu ran Pernerintah Nomor 71 Tah un Y': · ·· · · 
Standar Akuntansi Pemerintahan jl err: -:::.-- - 

Republik Indonesia Tahun 2010 :\"o:::::- :.: : - "- · 
Lembaran Negara Republik Indonesia \"::::::::: : . -: : 

14. Peraturan Pernerintah Nomor 38 Tahun 2007 le:1,:1n!.! 
Pernbagian Urusar- Pernerintahan antara Pcrncrin sh. 
Pernerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik l ndories;a 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembarar: :\~;:::.:-:c 
Republik Indonesia Nornor 4 737); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tenranr; 
Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Xomor 139, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4577): 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuarigan Daerah (Lernbaran \'egarn 

Repub.ik Indonesia Tahun 2005 Nornor : 4'), Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4578): 

8. Uncang-Undang ~~omor 40 Tahun 2004 tcntana ~1s em 

Jaminan SosiaJ Nasional (Lernbaran Negara Repu olik 
Indonesia Tahun 200.:1 Nome, 150, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 

9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentarig 
I 

Penanggulangan Bencana [Lernbaran "'.\egara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tarnbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 

10. Undang-Undang Nornor 11 Tahun 2009 teruaria 
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia ~,omor 4967; 

11. Undang-Undang Nornor 12 Tahun 20: 1 re ntaru; 
Pembentukan Peraruran Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 20 I l Nornor 82. 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 
5234); 

·' 



NOMOR 6 TAHUN 2013 TE!\TA:'>:G PSXGELOL.·\A~ BELA:'\JA 
HIB . .\..."Y D.~\" BEL.1_\"J.:.. BA'.\TC . .;'.\ sos: . .\L !-:..\BL.? . .\TE~ 

SCBAi\G BUPATI PERATUR\N ATAS PERUBAHk'\ 

MEMUTUSKA)I : 

23. Pcraruran Daerah Kabupaten Subc ng Nornor 02 Tal-un 
2009 ientang Pokok-Pokok Pengelolaan Kcuangan Dacruh 
Kabupaten Subang [l.ernbaran Daer ah Kabupaten Subang 
Tahun 2009 Nomor 2 

21. Peraturan Mer.teri Dalarn Negeri Norr.or 39 Tahun 2() l 1 

ientang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalarn :--.:egcri 
Nornor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pcmberi.m 
Hibah Dan Banruan Sosial Yang Bersumber Dari 
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; 

22. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nornor 1 Tahun 2014 

tentang Pernbentukan Produk Hu-cum Daerah ; dun 

20. Peraturan Menteri Keuangan No:nor 168/Pl\llK.O-. /200'-3 

tentang Hibah Daerah: 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor I 3 Tahun 2006 
ientang Pedoman Pengelola in Keuangan Dacrah 
sebagaimana telah diubah , re- akhir dcngan Pcraruran 
Menteri Dalam Negeri ~omor 21 Tahun 20 ! I ieruana 

i 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Merueri Dalam Negeri 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedornan Pengclolann 
Keuangan Daerah; 

18. Peraruran Presiden Nomor 54 ':'ar.un 2010 teruang 
Pengadaan Barang/, asa Pemerintah sebagairnann tclah 
diubah dengan Pera tu ran Presiden Nomor 70 Tahun 2012 
tentang Perubahan k -dua Atas Pera:uran Presiden Nomor 

54 Tahun 2010 tentang Pe ngadaan Barang/Uasa 
Pernerintah: 

17. Peraturan Pernerintah Nomor 2 Tab uri 2012 tenrang 
Hibah Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 5, Tarnbahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5272); 

-I 

Menetapkan 



(2). Permohonan pencairan bantuan sosial uang sebagaimana c::::?.~~$'..!c: 
pada ayat (1) dibubuhi cap RT/R\V seternpat dan ditandatar.zar.: ::-:-:·. 
inoividu dan Zatau ;,:f';J2:2 ;.::e:u::iTP;3. 

(1). Tndividu dan/arnu keluarga calon penerima banruan sosial berupa uang 
yang tidak dapat direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40. 
mengajukan permohonan pencairan banruan sosial uang kepada Dinas 
Sosial Kabupaten Subang sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 
membidangi banruan sosial yang tidak dapat direncanakan. 

2. Ketentuan Pasal 53 diubah dan ditarnbahkan 1 (satu) Ayat baru vaitu 
ayat (7) , sehingga Pasal 53 berbunyi sebagaiberikut: 

(4) Pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf c 
disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obvek 
pemeriksaan. 

(2) Pertanggung jawaban penerima hibah meliputi : 

a. Laporan penggunaan hioah sesuai dengan Naskah Perjanjian 
Hibah Daerah (NPHD); 

b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibal. 
yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan 

c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraruran 
perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau 
salinan bukti serah terirna barang/jasa bagi penerima hibah 
berupa barang/jasa. 

(3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a da n 
huruf b disampaikan kepada Bupati paling lam bat tanggal 10 bu.an 
januari tahun anggaran berikutnya , kecua.i ditentukan lain sesuai 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(1) Penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas 
penggunaan hibah yang diterimanya. 

1. Ketentuan Pasal 30 ayat (2) huruf a diubah , sehingga Pasal 30 berbunvi 

sebagai berikut: 

Beberapa keteriruan dalarn Peraturan Bupati Su bang Nomor 6 Tahun 2011 

tentang Pengelolaan Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial Kabupaten 

Subang, Lembaran Daerah Nomor 6 Tahun 2013, diubah sebagai berikui : 

Pasal I 
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(3) Berdasarkan Nora Dinas Permohonan Pencairar; Scsia. _ ~=--­ 
sebagaimana dimaksud pada avat (1) dan ava: ·2. ??:,~= 

memerinrahkan bendahara belanja banruan sosial u:1::1;,: r::e:::::: ::::::-~:z,:·. 
belanja banruan sosial kepada individu dan atau -ce.uarga. 

b. Pernohonan pencairan banruar sosial uang be serra kclcngkapa» 
persyaratan adrninistrasinya: 

c. Pemohonan Persecujuan pencairan bantuan sosial uaiu, 
sebagaimana dimaksud pada huruf b, disampaikan kepada Bu pat: 
untuk mendapatkan persetujuan selaku i pemegang kekuasan 
pengelolaan keuangan daerah. 

a. Sural Keterangan Resiko Sosial: 

(2) Nota Dinas Permohonan pencairan bamuan sosial uang yang tidak 
dapat direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri 
dengan: 

(1) Dinas Sosial mengajukan Nota Dinas Perrnohonan pencairan bam.uan 
sosial uang yang tidak dapat direncanakan kepada PPKD selaku BUD. 

3. Kerentuan Pasal 54 dicambah I (saru) ayat baru yaitu ayat (6). ayai (2J 
ditambah 1 (satu) huruf baru yaitu huruf (c), ayat (3) diubah, ayat (~) 
dihapus dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai bcrikut : 

(7). Dinas Sosial mengajukan Nora Dinas Persetujuan Pencairan Bamuan 
Sosial uang yang tidak dapat direncanakan kepada Bupau selaku 
pemegang kekuasan pengelolaan keuangan daerah. 

(6). Dalam hal hasil evaluasi Permohonan pencairan bantuan sosial uang 
terkait dengan resiko sosial, Dinas Sosial menyusun Surat Keterangan 
yang mernuat resiko sosial berdasarkan Permohonan pencairan banruan 
sosial uang. 

(5). Dalam hal hasil evaluasi Permohonan pencairan bantuan sosial uanz 
tidak terkait dengan resiko sosial, Dinas Sosial mengembahxa.i 
Permohonan pencairan bantuan sosial uarig kepada individu/keluarga. 

uang. 
(4). Dinas Sosial melakukan evaluasi Permohonan pencairan bantuan sosial 

(3). Permohonan pencairan bantuan sosial uang sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilampiri dengan persyaratan administrasi pencairan 
banruan sosial berupa salinan/photo copy Katu Tanda Penduduk (KTP). 
dengan ketentuan: 
a. K"TP individu untuk individu; 
b. KTP kepala keluarga untuk keluarga. 



BERJTA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2014 NOMOR 

H. OJANG SOHANDl 

?e,,-~ 

Ditetapkan di Subang 

#~~ggal ?.o ~ 
/i, '() .,;,----·-,,./ .· I/ / "' ' ....... ff..~-( . .- . B~P~TI SUBANG . 

.. ' .. 
'\ ,, 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang dapar mengetahuinya, mernerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Su bang. 

Pasal !l 

(4) Dihapus. 

(5) Belanja banruan sosial berupa uang yang tidak dapat direncanakan 
pencairannya dapat dilakukan dengan cara J. embayaran langsung LS. 

(6) Dalarn hal Bantuan Sosial berupa uang yang tidak direncanakan 
dengan nilai sampai dengan Rp. 5.000.000.- •(Lima .Juta Rupiah). 
pencairannya dapat dilakukan melalui rnekanisme Tambahan Uang 
(TU). 
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